


Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini 

mem beri kuasa kepada: 

1. Nama

2. Nama

3. Nama

4. Nama

5. Nama

6. Nama

Bambang Wahyu Ganindra, Nomor Kartu Tand.a 
S.H, M.H Advokat: 20.05018 

Sachrial, S.H 

Guruh Kurniawan, S.H 

Nand.ang Sutisna, S.H 

lntan Permatasari, S.H 

Randi Dananjaya, S.H 

Nomor Kartu Tand.a 
Advokat 013-
06858/ AVD.KAl/2017 

Nomor Kartu Tand.a 
Advokat 012-
06188/ AVD.KAI/2016 

Nomor Kartu Tand.a 
Advokat : 10.00760 

Nomor Kartu Tand.a 

Advokat: 19.02622 

Nomor Kartu Tanda 

Advokat : 98.11750 

Advokat/Pengacara pada Law Firm Azwad.a Bambang W.Ganindra, SH, MH 

& Partners, beralamat  

, dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama serta mewakili Pasangan Calon Bupati dan W akil Bupati Bandung 

Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 

Tahun 2024, yang beralamat di Jalan Raya Soreang Banjaran No.67 

Soreang Kabupaten Bandung; 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Pemohon;

terhadap 

Komisi Pemilihan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Sindang 

Wargi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------Termohon;
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Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 

perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati Bandung, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten 

Bandung Nomor 24 71 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 

Desember 2024, pukul 17.14 WIB (Vide Bukti P-1); 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara

perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bandung Tahun 2024, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Bandung berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;
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II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya

menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU /KIP Provinsi/

Kabu paten/ Kota;

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4 Desember 2024,

yang diumumkan pukul 17.14 WIB (Vide Bukti P-1);

c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PH Pilkada terhadap

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Bandung Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada hari

Jum'at tanggal 6 Desember 2024, pukul 17 .36 WIB. Perbaikan

permohonan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu

tanggal 11 Desember 2024 pukul 16.00 WIB;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf b:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung 

Tahun 2024 berdasarkan ; 

c. Bahwa Keputusan KPU berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Bandung No. 1458 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
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Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 

(Vide Bukti P-2); 

d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung No. 1459 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bandung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah

peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun

2024, dengan Nomor Urut 1;

e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf

c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d

UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil

Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota:

Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan 
No Jumlah Penduduk Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan oleh KPU / KIP 

Kabu paten/ Kota 

1. :;; 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon dengan jumlah penduduk

3. 773.104 jiwa. Berdasarkan jumlah terse but, maka perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih 

suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5% dari total suara 

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU 

Kabupaten Bandung. 

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 5 dari 46 

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur 
www .azwadabambanglawoffice.com 



g. Bahwa jumlah DPT sebanyak 2.664.172 pemilih. Berdasarkan

jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon

sebesar 827.240 suara (44,15 persen) dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak 1.046.344 suara (55,85 persen) selisih

paling banyak adalah 219.104 suara atau sebesar 11,7 % dari total

1.873.584 suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap

akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung;

h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung adalah sebesar 1.873.584

suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan

oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 1.873.584 suara

(total suara sah) = 9.368 suara.

i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (selanjutnya

disingkat Paslon 2) adalah sebesar 189.184 suara;

j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat

pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM)

berupa:

1) Bahwa Cabup Paslon 2 (sdr. Dadang Supriatna) tidak memenuhi

syarat untuk ditetapkan sebagai Cabup Paslon 02 dan/ atau jika

telah terlanjur ditetapkan sebagai Pasangan Calon maka

seharusnya segera di-BATAL-kan (di-DISKUALIFIKASI)

pencalonannya oleh KPU Kabupaten Bandung dikarenakan

terbukti dan sangat meyakinkan

(1) Telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dalam

jabatannya sebagai Bupati Bandung terbukti telah melakukan

penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari

Menteri;
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(2) Telah melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 melalui

perbuatan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan

yang:

a. Hanya menguntungkan Paslon 2; atau

b. Merugikan Pemohon (Paslon 1).

2) Bahwa Paslon Nomor Urut 2 telah melanggar Pasal 73 UU

10/2016 dalam bentuk perbuatan menggunakan MONEY

POLITICS (memberikan uang. materi atau janji-janji lainnya)

untuk mempengaruhi para pemilih dalam Pilkada a quo;

3) Bahwa Tim Hukum Gabungan Paslon Nomor Urut 1 telah

melaporkan perbuatan Money Politic berupa pemberian uang dan

Materi lainnya oleh Paslon nomor Urut 2 dan/atau Tim

Kampanyenya kepada Bawaslu Kabupaten Bandung tetapi

dinyatakan Bukan merupakan Pelanggaran Pilkada;

4) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana telah

membawa simbol-simbol kampanye berupa pakaian yang identik

dengan pakaian Paslon Nomor Urut 2 yang digunakan di kertas

suara yang terkesan mengarahkan langsung dukungan pemilih

kepada paslon nomor urut 2 diluar jadwal kampanye pada

kunjungan di TPS-TPS tanggal 27 November 2024 saat proses

pemungutan suara sedang berlangsung, seharusnya TPS bebas

dari symbol-simbol kampanye;

5) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku petahana tanpa

hak/ diundang menghadiri proses rekapitulasi penghitungan

suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024

bertempat di Hotel Sutan Raja Soreang, dalam undangan yang

dibuat KPU Kabupaten Bandung Nomor 1168/PLL.02.6-

Und/3204/2024 tertanggal 1 Desember 2024 yang berhak hadir

dalam Rapat Rekapitulasi adalah PPK Se-Kabupaten Bandung

dan Saksi Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat dan Saksi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, KPU dan

Bawaslu Kabupaten tidak berupaya mencegah;
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6) Bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah diingatkan oleh

masyarakat secara tertulis tentang adanya perbuatan yang

dilakukan oleh Cabup Paslan 2 pada pain 1 diatas, tetapi KPU

Kabupaten Bandung tidak menerapan pemberian sanksi berupa

pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU

10/2016 yang sangat jelas menyebutkan : Dalam hal Gubemur

atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau

Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana

tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU

Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.

7) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah mengetahui

tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 02

pada Pain 1. (2) diatas, tetapi BA W ASLU Kabupaten Bandung

TIDAK MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung

untuk menerapan pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai

calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana

ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 yang sangat jelas

menyebutkan : Dalam hal Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati

atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku

petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan

sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. 

8) Bahwa BAWASLU Kabupaten Bandung sudah menerima laporan

tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2

pada Poin 2 diatas SEBELUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

SUARA, tetapi BAWASLU Kabupaten Bandung TIDAK

MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Bandung untuk

melakukan PENUNDAAN PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN

suara sebelum selesainya proses pelaporan Pidana Pilkada

terse but.
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9) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah menerima laporan

Paslon Nomor urut 1 terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematik

dan Masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2. Sampai

permohonan ini dibuat proses pemeriksaan sedang dilakukan

oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

10) Selain kesalahan administratif yang dilakukan Termohon yang

nyata-nyata merugikan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas,

terjadi pelanggaran lainnya yang akan diuraikan dalam pokok

perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam

permohonan a quo;

11) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya,

Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas"

Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018

bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor

84 /PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor

145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan

dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU

10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok

permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan

syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan

Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama

dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah

Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan
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Mahkamah Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 

21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan 

demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda 

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya

dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan

hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan

KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang

diumumkan pukul 17.14 WIB; sebelum dibuktikan bersama-sama

dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Banndung Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada bukti P-1 Termohon telah menetapkan perolehan suara

masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1 

Hasil Rekapituasi Menurut Termohon 

No. Nama Pasangan Calon Perolehan 

Suara 

1 H. Sahrul Gunawan, 827.240 

SE., M.Ag. dan

H. Gun Gun Gunawan,

S.Si., M.Si.

2 Dr. H.M. Dadang 1.046.344 

Supriatna, S.IP., M.Si 

dan 

Ali Syakieb 

Total Suara Sah 1.873.584 
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2. Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Paslon 2 dengan cara­

cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan

JURDIL dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA. Prinsip

yang telah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan telah

diterapkan pada UU PILKADA.

Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah

diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

menyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

dipilih secara demokratis".

Dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan

hukumnya kepada Mahkamah sKonstitusi selaku pengawal

konstitusi (the guardian of the constitution) sekaligus keadilan

terakhir penerapan UU PILKADA.

3. Bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan sesuru

dengan prinsip yang LUBER dan JURDIL dan sesuai dengan

perintah UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada maka :

(1) Cabup Pasion 2 seharusnya telah DIBATALKAN

(DISKUALIFIKASI) sebagai pasangan calon sebelum pelaksanaan

PEMUNGUTAN SUARA.

(2) Angka PEROLEHAN SUARA Pasion 2 adalah suara yang

diperoleh secara TIDAK SAH karena merupakan hasil perolehan

suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan

JURDIL yang merupakan perintah UU No.10 tahun 2016 tentang

Pilkada, sehingga perolehan suara seharusnya menjadi:

Tabel 1 

Hasil Rekapituasi Menurut Termohon 

No. Nama Pasangan Calon Perolehan 

Suara 

1 H. Sahrul Gunawan, 827.240 

SE., M.Ag. dan
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H. Gun Gun Gunawan,

S.Si., M.Si.

2 Dr. H.M. Dadang 0 

Supriatna, S.IP., M.Si 

dan 

Ali Syakieb 

Total Suara Sah 827.240 

4. Terkait dengan fakta-fakta yang mendasari alasan permohonan ini

akan disampaikan dibawah ini:

IV.1. FAKTA BAHWA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2471 TAHUN 2024 

TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024, 

TANGGAL 4 DESEMBER 2024 ADALAH CACAT FORMIL, 

CACAT HUKUM, BATAL DENGAN SENDIRINYA. 

1) Tidak dilakukannya penetapan terhadap berita acara dan

sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

(MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA)

sebagaimana perintah Pasal 32 ayat (1) PKPU 18/2024;

2) Penandatanganan berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara (MODEL D.HASIL

KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) dilakukan justru setelah

SK KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tanggal 4 

Desem ber 2024 pukul 1 7 .14 WIB ditetapkan (Vide Bukti 

P-1);

3) Artinya penetapan SK KPU Kabupaten Bandung Nomor

24 71 tanggal 4 Desember 2024 pukul 17 .14 WIB adalah

didasarkan pada berita acara dan sertifikat rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara (MODEL D.HASIL

KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) 

ditandatangani dan ditetapkan.

yang belum

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 12 dari 46 

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur 
-.azwadabambanglawoffice.com 



4) Hal ini jelas melanggar perintah Pasal 55 ayat (1) PKPU

18/2024 jo. Angka 6 huruf a KEPKPU 1797 /2024 yang

jelas-jelas menyebutkan KPU Kabupaten/Kota

menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau

walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL

D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA.

Bahwa teknis pelaksanaan Prosedur rekapitulasi dan 

Penetapan hasilnya telah diatur dalam 

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan

Wakil Walikota (PKPU 18/2024), dan turunannya:

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun

2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (KEPKPU

1797 /2024),

Artinya batu uji teknis terhadap prosedur dan hasil dalam 

tahapan rekapitulasi adalah merujuk pada 2 aturan diatas 

(PKPU 18/2024 dan KEPKPU 1797 /2024). Selengkapnya 

terkait pelanggaran terhadap 2 aturan diatas; 

turunan teknis dari PKPU 18/2024 diatas pada KEPKPU 

1797 /2024 juga sudah sangat jelas menyebutkan prosedur: 

4. Pemeriksaan dan Pencermatan Berita Acara dan Sertlfikat

Rekapitulasi Basil Penghitungan Perolehan Suara;

f. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencennatan kembali

oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/ Kata sudah tidak

terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU

Kabupaten/ Kata mencetak kembali fonnulir MODEL

D.HASIL KABKO-KWK untuk ditandatangani aleh

anggata KPU Kabupaten/ Kata dan Saksi yang hadir.

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 13 dari 46 

Komplek Masnaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur 
www.azwadabambanglawofflce.com 



5. Penandatangan dan Pengumuman Serita Acara dan

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara;

a. Seluruh anggata KPU Kabupaten/ Kata dan Saksi yang

hadir menandatangani farmulir MODEL D.HASIL

KABKO-KWK yang telah ditetapkan dan dicetak.

6. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

a. KPU Kabupaten/ Kata menetapkan hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota berdasarkan Jarmulir MODEL D.HASIL

KABKO-KWK-BUPATI/ WALIKOTA dengan Keputusan

KPU Kabupaten/ Kata mengenai penetapan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan

Wakil Walikota.

Bagaimana mungkin dapat dibenarkan KPU Kabupaten 

Bandung menetapkan SK KPU Kabupaten Bandung Nomor 

24 71 tanggal 4 Desember 2024 pukul 17 .14 WIB (Vide Bukti 

P-1) sementara Serita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi

Basil Penghitungan Perolehan Suara (MODEL D.HASIL 

KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA) itu sendiri belum ditetapkan 

dan ditandatangi. 

IV. 1.1 ADANYA PERUBAHAN TERHADAP DOKUMEN KEPUTUSAN

KPU TANPA SEPENGETAHUAN DARI PEMOHON DAN PUBLIK 

1. Bahwa PKPU 18/2024 sangatjelas menyebutkan:

Pasal 55 
2) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap

Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan melakukan pengunggahan.

(3) Pemindaian Keputusan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pad.a
Hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara selesai.

(4) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui papan pengumuman, media massa, dan/ atau
laman resmi KPU Kabupaten/Kota pad.a Hari yang sama.
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Pernohon telah didaftarkan di Mahkarnah Konstitusi pada 
Hari Jurn'at tanggal 6 Desernber 2024 pukul 17:36; 

6) Bahwa Pasal 55 PKPU 18/2024 jo Angka 6 KEPKPU
1797 /2024 sudah sangat je)f!,.Jntinya rnenyebutkan
bahwa pengunggahan dokurn� 1 dilarnan resrni KPU & I"� tr

/l
adalah dilakukan pada Bari yang sama dengan hari

rekapitulasi, artinya pengunggahan hanya boleh

dilakukan rnaksirnal pada hari Rabu tanggal 4 Desernber
2024 pukul 23:59.

7) Sernentara faktanya BONEK VIKING alias Terrnoho1,t�� 
l'.r ,, 11t e.,rnelakukan perubahan dan pengunggahan dokurnffl[i ·, 

tersebut sebanyak dua kali dan dilakukan bukan di hari 

Rabu tanggal 4 Desernber 2024; 
8) Karenanya terbukti dan sangat rneyakinkan bahwa

Kornisi Pernilihan Urnurn Kabupaten Bandung Nornor
24 71 Tahun 2024 Ten tang Penetapan Hasil Pernilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun
2024, tanggal 4 Desernber 2024 jelas-jelas TELAH
MELANGGAR ATURAN UU PILKADA;.

IV.2. FAKTA BAHWA CABUP PASLON 2 SEHARUSNYA TELAH
DIDISKUALIFIKASI OLEH TERMOHON SEJAK SEBELUM 

HARi PEMUNGUTAN SUARA DIKARENAKAN TELAH 
MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 

DAN SEHARUSNYA LANGSUNG DISIDIK PIDANANYA OLEH 
BAWASLU KABUPATEN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 
188 UU 10/2016. 

1. Bahwa Cabup Paslon 2 dengan jabatan saat ini adalah
Bupati telah rnelakukan pergantian rnutasi atau

penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 atau 6
(enarn) bulan sebelurn pelaksanaan pernilihan kepala
daerah (Pilkada) tahun 2024 (Vide Bukti P-5);
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2. Bahwa Cabup Paslon 2 dengan saat ini adalah Bupati

Bandung hasil dari Pilkada 2020, dan karenanya pasti

mengetahui dan paham akan ketentuan Pasal 71 ayat (2)

uu 16/2016:

Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati,

dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan

penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa

jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;

3. Dan Cabup Paslon 2 selaku petahana Bupati Bandung

pasti mengetahui dan sangat paham akan konsekuensi

pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut adalah dikenai

sanksi Pembatalan (pen-DISKUALIFIKASI-an) dari

Pencalonannya sebagaimana PERINTAH Pasal 71 ayat (5)

uu 10/2016:

Dalam hal Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau

Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku

petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai

sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/ Kata.

4. Bahwa perintah Pasal 71 ayat (5) itu sudah sangat-sangat

jelas, jika melanggar maka LANGSUNG DIKENAI SANKS!

DISKUALIFIKASI, karena memang tidak ada frasa "dapat"

di ayat tersebut sehingga dapat dimaknai lagi dengan

berbagai argumen suka-suka KPU saja.

5. Bahwa tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024

adalah berdasarkan PKPU 2/2024 (vide bukti P-4) yang

menetapkan bahwa tanggal 22 September 2024 adalah

tanggal PENETAPAN PASLON di PILKADA 2024;

6. Bahwa PKPU 2/2024 tersebut telah ditetapkan oleh KPU

pada tanggal 26 Januari 2024, artinya Cabup Paslon 2

yang saat itu adalah Bupati Bandung pasti mengetahui
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PKPU 2/2024 tersebut sejak jauh hari sebelum dirinya 

mendaftarkan diri sebagai Pasion ke KPU. 

Demikian juga dengan Termohon dan BAW ASLU 

Kabupaten Bandung pasti sudah mengetahui bahwa kita 

semuanya terikat pada ketentuan PKPU 2/2024 tersebut 

sejak tanggal 26 Januari 2024. 

7. Bahwa ketentuan waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal

22 September 2024 adalah jatuh pada tanggal 22 Maret

2024. Termohon, BAWASLU dan kita semuanya pasti tahu

cara menghitung tanggal jatuh tempo terse but.

8. TETAPIFAKTANYA:

1) Cabup Pasion 2 TETAP SAJA melakukan penggantian

pejabat dilingkungan Pemkab Bandung pada tanggal

22 Maret 2024 (vide bukti P-5).

2) Artinya perbuatan Cabup Paslon 2 (vide bukti P-5)

tersebut terbukti dan sangat-sangat meyakinkan

TELAH MELANGGAR ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU

10/2016.

3) Bahwa peristiwa penggantian pejabat di lingkungan

Pemkab tersebut sudah disampaikan banyak media

massa dan menjadi polemik di masyarakat, dan

karenanya Termohon pastilah telah mengetahui itu,

dan pasti dapat menentukan sikap untuk MENOLAK

PENDAFTARAN Cabup Paslon 2 tersebut jika

mendaftarkan diri pada Pilkada a quo dan/ atau jika

Cabup Pasion 2 sudah terlanjut ditetapkan sebagai

peserta pemilihan, maka Termohon seharusnya

langsung menjatuhkan sanksi men-DISKUALIFIKASI

Cabup Paslon 2 tersebut.

4) Demikian juga dengan BAWASLU Kabupaten Bandung

pastilah mengetahui itu dan menjadi wajib baginya

untuk merekomendasikan kepada Termohon untuk
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rnen-DISKUALIFIK.ASI Cabup Paslon 2 tersebut 

sebelurn ataupun setelah ditetapkan sebagai Paslon 2. 

9. Kesernua fakta diatas rnernbuktikan betapa 

SISTEMATIS-nya skenario rneloloskan Cabup Paslon 2 

dalarn Pilkada a quo. Cabup Paslon 2 walalupun 

seharusnya telah dijatuhi sanksi DISKUALIFIKA tetapi 

ternyata tetap dapat rnelenggang kangkung dengan 

santainya rnengikuti Pilkada a quo sarnpai tahapan 

hari ini. SISTEMATIS karena rnelibatkan Terrnohon 

yang sebenarnya wajib untuk rnen-DISKUALIFIKASI 

Paslon 2 dan BAWASLU Kabupaten Bandung yang 

tidak rnerekornendasikan kepada Terrnohon untuk di­

DISKUALIFIKASI. 

10. Akibat tidak di-DISKUALIFIKASI-nya Paslon 2 

terse but, rnaka tentu Cabup Paslon 2 yang jabatannya 

adalah Bupati Bandung akan dapat secara 

TERSTRUKTUR rnenggunakan jabatannya untuk 

kepentingan kernenangannya pada Pilkada ini. Dan 

karena itu TERSTRUKTUR di lingkungan Pernkab 

Bandung rnaka tentu akan secara langsung 

berdarnpak MASSIF terhadap hasil perolehan suara 

Cabup Paslon 2 di Pilkada ini. 

11. Terkait fakta TERSTRUKTUR dan MASSIF-nya 

penggunaan kewenangan jabatan oleh Cabup Paslon 2 

tersebut akan disarnpaikan di fakta berikutnya di 

bawah (di alinea IV.3). 

12. FAKTATERKAIT:

1) Bahwa MAHKAMAH AGUNG sudah SANGAT­

SANGAT JELAS PUTUSANNYA terkait penerapan

Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 tentang 

DISKUALIFIKASI terhadap Paslon yang 

rnelanggarnya. 
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Hal itu nampak pada Putusan Kasasi di Perkara 

Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 (bukti P-6), 

yang dalam pertimbangan hukum pen­

DISKUALIFIKASI-an Paslon menyebutkan 

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya 

ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 

10 tahun 2016. Bagitu tindakan dilakukan maka 

konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. 

Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah 

ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu 

pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus 

karena dicabut. 

2) Bahwa fakta perbuatan Paslon yang di 

DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di 

(Vide bukti P-6) tersebut ADALAH SAMA DENGAN 

PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH Cabup 

Paslon 2 di perkara a quo yang kami mohonkan 

1n1: 

a) 22 Maret 2024 Cabup Paslon 2 melakukan

penggantian dalam jabatan sebanyak 360

ASN, diantaranya ada yang masuk kategori

Pejabat Daerah;

b) Bahwa pada tanggal 18 April 2024 Cabup

Paslon 2 membatalkan penggantian pejabat

terse but;

c) Penggantian pejabat tanggal 22 Maret 2024

tersebut adalah sebuah deklarasi dari Cabup

Paslon 2 bahwa dirinya tidak akan

mendaftarkan diri pada Pilkada a quo.

d) Sebaliknya pembatalan penggantian pejabat

tanggal 18 Maret 2024 oleh Cabup Paslon 2

tersebut adalah sebuah 

MENGHINDARI DIJATUHINYA 

TEKNIK 

SANKS! 
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3) Terbukti bahwa perbuatan Paslon yang di

DISKUALIFIKASI oleh MAHKAMAH AGUNG di

(Vide Bukti P-6) tersebut ADALAH SAMA DENGAN

perbuatan yang dilakukan oleh Cabup Paslon 2 di

perkara a quo yang kami mohonkan ini.

Karenanya tentu akan terjadi KEKACAUAN

HUKUM jika pada dua peristiwa yang serupa tetapi

putusannya ternyata berbeda.

Apalagi jika itu dilakukan di lembaga tertinggi

penegakan hukum di repu blik ini. Misalnya bahwa

MAHKAMAH AGUNG sudah menyatakan bahwa

bentuk perbuatan tersebut adalah melanggar

subtansi Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 sementara

sebaliknya MAHKAMAH KONSTITUSI menyatakan

bahwa perbuatan seperti itu bukanlah

pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU

10/2016, dijamin terjadi ketidakkepastian hukum

di repu blik ini.

4) Kemudian berdasarkan fakta (Vide Bukti P-6)

(Putusan Mahkamah Agung di Perkara Nomor 570

K/TUN/PILKADA/2016) tersebut maka pada

tanggal 21 Oktober 2024 (satu bukan lebih atau

36 hari sebelum hari pemungutan suara), saudara

Sachrial W ara Kabupaten Bandung yang

mempunyia hak pilih pada Pilkada ini telah

rnenyampaikan surat (Vide Bukti P-7) kepada

Termohon yang isinya telah meminta kepada

Termohon menegakkan PUU dengan bentuk

memutuskan dan menetapkan

(1) MENDISKUALIFIKASI sdr. Dr. HM. DADANG

SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr. ALI SYAKIEB

dari Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung;
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(2) MEMBATALKAN Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor

1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Bandung Tahun 2024;

(3) MENERBITKAN kembali Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung

Tahun 2024 tanpa mengikutsertakan sdr. Dr.

HM. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si dan sdr.

ALI SYAKIEB.

5) Tetapi hingga hari ini Termohon TIDAK

PERNAH MENANGGAPI permohonan dari sdr.

S yang kedudukannya adalah seorang Pemilih

pada Pilkada ini.

Sdr. S adalah seorang Pemilih yang sangat­

sangat menyadari bahwa dirinya terikat pada

hak dan kewajibannya sebagaimana yang

dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945 dan PUU

yang speciale yang terkait dengan PILKADA

dan kesemua PUU yang MEWAJIBKANNYA

sebagai warga negara untuk MEMATUHI

KESEMUA UU di republik ini.

6) Fakta pen-cuek-an permohonan sdr. S sebagai

seorang Pemilih di Pilkada Kabupatenn

Bandung oleh Termohon secara langsung telah

membuktikan bahwa Termohon TERBUKTI

TELAH:

1) Termohon telah berniat untuk melanggar

Pasal 71 ayat (2) SEJAK SEBELUM HARi

PEMUNGUTAN SUARA dilaksanakan;
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Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu tanggal 4

Desember 2024, pukul 17.14 WIB sepanjang mengenai perolehan

suara di seluruh TPS Kabupaten Bandung sepanjang perolehan

suar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H.M. Dadang Supriatna,

S.IP., M.Si dan Ali Syakieb) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024; atau 

b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung

Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459

Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung Tahun

2024, bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai

(Diskualifikasi) kepersertaan Pasangan Cal on N omor U rut 2 ((Dr.

H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si dan Ali Syakieb); dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024; atau 

c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bandung

Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 dan; atau

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024

dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bandung Nomor 24 71 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Bandung halamam 45 dari 46 

Komplek Maanaga Raya Blok Q-18 Kel. Pulogebang Kec.Cakung Jakarta Timur 
www.azwadabambanglawofflce.com 




